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Ringkasan

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022.
Program BLT Bersubsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) merupakan salah satu inisiatif
yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi dampak
bencana alam. naiknya biaya bahan bakar. Upaya terakhir untuk mendata warga kurang mampu
di Kelurahan Tlogomas belum berhasil. Dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan penyaluran BLT-BBM dan
mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya di Desa
Tlogomas pada tahun 2022. Teknik deskriptif digunakan dalam metodologi kualitatif
penelitian ini. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode
pengumpulan data. Penyaluran BLT-BBM di Kecamatan Tlogomas telah berhasil dan efisien,
demikian temuan studi tersebut. Pelaksanaan penyaluran BLT-BBM diuntungkan oleh struktur
birokrasi yang efektif, dukungan sumber daya, dan komunikasi yang kuat. Masyarakat yang
tidak membawa identitas diri ke tempat pengumpulan atau undangan yang datang terlambat
menjadi kendala pelaksanaan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penyaluran BLT-BBM.



BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah fenomena yang dapat diidentifikasi oleh orang-orang yang
bersentuhan dengan kesadaran diri dan integritasnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi menjadi
dua kategori, yaitu materi dan non materi. Kemiskinan material terdiri dari kemiskinan
pendapatan, sedangkan kemiskinan non material meliputi kemiskinan pekerjaan, akses
pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum. Ketika kemiskinan tidak berhasil, itu terkait dengan
karakter yang kuat seperti emo, psikologi, dan spiritualitas. Semua kondisi saat ini mempersulit
orang dengan sistem kekebalan yang lemah untuk keluar dari situasi genting jika tidak ada
peringatan keras yang diberikan oleh otoritas yang letih (Gopal et al., 2021). Kemiskinan
adalah konsep multifaset yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik kehidupan. Ini
juga dikenal sebagai kehidupan biasa atau kondisi di mana seseorang memiliki banyak uang
atau hati. Kemarahan kemusyrikan bisa ditujukan kepada negara atau rumah (Pabuccu,
2017:510).

Penduduk miskin Kota Malang akan menjadi 38,56 ribu (4,37 persen) pada tahun 2022.
Batas kemiskinan di Kota Malang meningkat sekitar 39,3 ribu rupiah dari ambang kemiskinan
tahun 2021 menjadi Rp 609.612,00 per kapita per bulan. Orang miskin adalah mereka yang
pengeluaran bulanan per kapitanya di bawah tingkat kemiskinan federal. Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 1,00, naik 0,13 poin dari tahun 2021
sebesar 0,87, mencerminkan hal tersebut. Sementara itu, sedikit peningkatan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Kota Malang menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di kalangan
penduduk miskin semakin besar. Nilai P2 Kota Malang adalah 0,34 pada tahun 2022,

meningkat 0,12 poin dari nilai 0,22 pada tahun 2021 (BPS Kota Malang, 2022).



Gambar 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang
Pada Tahun 2020-2022

Jumigh dan Per

Persentase Penduduk

Wilayah Ja Jumizh Penduduk Miskan {000) fapital Bulan)

Miskin (P0)

PROVINS! JAWA TIMUR 441910 457273 @129 MM M40 1038 41600100 42913300 46090900

Kota Surabaya 14567 15248 13821 502 53 472 59213700 61146600 63254000
Kota Probolnggo 1772 179 16,16 T4 744 685  S2451B00 54593500 57519500
Kota Pastruan 1340 13% 13,02 6,66 6,88 637 AN5300 46162400 48689300
Kota Mojokerta 1] 6837 T8 624 639 390 4201600 49343200  SHa04n0
Kata Malang w77 4062 385 444 462 437 SEATOI00  SU023B00 60961200
Kota Madun 6,83 9,06 849 498 309 476 49762800 51440800 55162000
Kota Kediri n19 2255 215 169 (AL T2 9343800 0693600  53TIN600

Sumber : BPS Kota Malang

Gambar 1.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Kota Malang Pada Tahun 2020-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemi ( ( ta di Jawa Timur

filayah Jawa Timur Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

PROVINSI JAWA TIMUR 182 184 162 043 043 038
Kota Surabaya 087 075 0,69 024 017 01
Kota Probolinggo 119 090 104 028 017 023
Kota Pasuruan 0,78 115 0,93 014 027 022
Kota Mojokerto 064 034 087 010 017 018
Kota Malang 0,66 087 1,00 015 022 034
Kota Madiun 077 067 040 018 015 0,06
Kota Kedin 096 113 142 017 0.2 04
Kota Blitar 098 105 090 022 028 019

Sumber : BPS Kota Malang



Di bulan pertama tahun 2020 yaitu bulan Maret, fenomena pandemi yang dikenal dengan
nama Covid-19 melanda Indonesia. Hingga Desember 2020, akan ada lebih dari 700.000 kasus
Covid-19 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ekonomi keterpurukan memiliki kejadian
penyebaran dan peningkatan kasus yang sangat cepat dan konsisten. Berbeda dengan faktor
lain, PandemiC movie-19 memasukkan tanda peringatan yang tidak biasa yang meningkatkan
tingkat kemiskinan dan responsivitas di Indonesia (Bahasoan et al., 2021:40).

Khususnya di negara-negara berkembang atau miskin, kemiskinan dan ketimpangan
ekonomi dianggap sebagai masalah serius. Sekarang diperdebatkan apakah penting atau tidak
untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, mengukur kemiskinan secara akurat, atau
mengatasi kesenjangan pendapatan. Penyebab kemiskinan harus ditangani dari semua sudut,
dan sangat penting untuk mengidentifikasi titik lemah dan mengambil tindakan yang tepat
(Pabuccu, 2017:517).

Program BLT (BLT) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk
membantu masyarakat miskin mengurangi beban keuangan dan melindungi daya beli mereka
dari dampak kenaikan harga BBM. Untuk mengurangi dampak pencabutan subsidi bensin
(BBM) pada rumah tangga berpenghasilan rendah, program ini awalnya diperkenalkan pada
tahun 2005 sebagai bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahun (Bank Dunia, 2017). Dengan
potensi pemirsa 15-19 juta rumah, program ini berfokus pada 30% rumah tangga Indonesia
dengan pendapatan terendah. Akibatnya, menurut Izzati et al. (2020:47), program BLT
merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia.

Pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite menjadi
Rp10.000 per liter pada 3 September 2022, dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Selain pertalie,
harga solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, sedangkan harga BBM Pertamax
nonsubsidi mengalami perubahan harga dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Daya beli

masyarakat akan terpengaruh oleh perubahan harga bensin. Akibat dampak dari kenaikan harga



bensin, maka pemerintah membuka kembali program BLT (BLT)-BBM pada September 2022
untuk masyarakat umum (Antaranews, 2022).

20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran kebijakan BLT
BBM, dan telah dicairkan sebesar Rp6,2 triliun atau 50% dari keseluruhan anggaran sebesar
Rp12,39 triliun (KEMENKEU, 2022). Masyarakat menerima BLT (BLT) BBM selama dua
bulan dengan tarif Rp 150.000 setiap bulan, dengan total Rp 300.000. BBM BLT diharapkan
dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya.
(KEMENSOS, 2022). Penerima BLT BBM harus masyarakat berpenghasilan rendah yang
bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, dan terdaftar sebagai Keluarga
Penerima Manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial
Urusan di bawah Rp 3,5 juta per bulan (CNBC Indonesia, 2022).

Dalam pelaksanaan program BLT Bahan Bakar Minyak ini, anggaran yang ditetapkan
sebagai BLT menjadi tidak konsisten/tidak mencukupi dalam hal pendistribusiannya ke seluruh
masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat yang ekonomi/pendapatannya
menurun akibat dampak Covid-19. 19 dan kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu,
pemerintah harus memilih orang-orang yang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial
berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

231 KPM diterima di Desa Tlogomas selama bulan September dan Oktober 2022. Pada
tanggal 9 September 2022, pembayaran BLT-BBM telah selesai; 219 KPM menerima bantuan,
sedangkan 12 KPM menolaknya. Hal ini disebabkan karena keluarga penerima sakit, 7 KPM
pergi tanpa cuti, dan 4 KPM dalam kategori mampu.

Dikarenakan warga di Desa Tlogomas yang namanya belum diusulkan oleh Rukun
Tetangga (RT) setempat, padahal warga tersebut memang layak mendapatkan bantuan,
pendataan warga miskin baru akibat dampak Covid-19 belum berhasil. , menyebabkan

pemilihan penerima manfaat yang tidak akurat. manfaat bantuan sosial. Jika manfaat bansos



tidak terdistribusi secara adil, maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat
menimbulkan konflik dan menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk
miskin. Untuk secara efektif mencocokkan individu yang berhak untuk mendapatkan manfaat
dari BLT bersubsidi dengan kenaikan bahan bakar minyak, distribusi BLT (BLT) BBM
membutuhkan data yang valid.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana penyaluran
bantuan pembayaran BBM secara langsung serta variabel pendorong dan penghambat apa saja
yang mempengaruhi pelaksanaannya di dusun Tlogomas. untuk membangkitkan rasa ingin
tahu para sarjana untuk mengeksplorasi topik tersebut “Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran
BLT Subsidi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Tlogomas Tahun

20227,



1.2. Rumusan Masalah
Sesuai latar belakang yang sudah terdeskripsikan, sehingga permasalahan yang nantinya
pemabahasanya ialah:
1. Bagaimana mengevaluasi melaksanakan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di
kelurahan Tlogomas tahun 2022 ?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pada melaksanaan menyalurkan BLT
subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022 ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tentunya ada tujuan yang ingin tercapai pada riset berikut:
1. Untuk mengevaluasi melaksanakan menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan
Tlogomas tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pada melaksanaan
menyalurkan BLT subsidi kenaikan BBM di kelurahan Tlogomas tahun 2022.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Secara Akademis, Harapannya bisa dijadikan acuan oleh peneliti yang akan melaksanakan
riset yang sama.
2. Secara Non Akademis, Harapannya bisa menjadikan sebuah tambahan wawasan untuk

publik dan menjadikan kritik dan saran yang membangu untuk pemerintahan.
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